Menimbang

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR =, TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. bahwa sesuai Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan RKA-
SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja,
capaian atau target kinerja, analisis standar belanja,
standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;

b. bahwa analisis standar belanja sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan,;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2019,

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);



Menetapkan

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2019;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor
009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA

MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
Anggaran 2019 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks
yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2019.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan menganut asas :

o po o

disiplin anggaran;
tertib anggaran;

kemampuan daerah;
karakteristik daerah; dan

efektif dan efisien.



Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Masukan dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah
dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Masukan bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-
biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Perangkat Daerah
dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Perubahan Anggaran,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

(1) Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi; dan
b. estimasi.
(2) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan batasan biaya yang tidak
dapat dilampaui.

(3) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat
dilampaui dengan mempertimbangkan :

a. harga pasar;

b. proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. ketersediaan alokasi anggaran; dan

d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 6

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai
batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai
estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja
Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Standar Biaya
Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan
harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta
ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.



(3)

(2)

(3)

(4)

Penggunaan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
apabila pada saat perencanaan pengadaan barang dan jasa terjadi
kondisi :

a. spesifikasi atau jenis barang dan jasa yang direncanakan tidak atau
belum termuat dalam Standar Biaya Masukan dan Standar Harga
Barang dan Jasa; dan/atau

b. harga barang dan jasa yang direncanakan lebih tinggi dari Standar
Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa yang sudah
ditetapkan dengan melampirkan referensi dokumen yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja
daerah berpedoman pada DPA-SKPD.

Perangkat Daerah berkewajiban mengajukan permohonan perubahan
DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim
Anggaran Pemerintah Daerah dengan melampirkan referensi harga
pasar/distributor apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kondisi :

a. harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD;
dan/atau

b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam
DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar.

Perangkat Daerah dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi,
efektif dan akuntabel serta dengan melampirkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan seperti daftar harga pasar yang mewakili atau
daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini.

DPA-SKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dapat
dilaksanakan setelah ada penetapan dengan Peraturan Gubernur.

Pelaksanaan kegiatan berupa jasa yang belum diatur dalam Peraturan
Gubernur ini pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD.

Pasal 9

Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok
Honorarium Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap dan kelompok jasa
tertentu yang menunjang pelaksanaan kegiatan pada Kantor Penghubung di
Jakarta menggunakan Standar Satuan yang berlaku untuk Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 TJuli 2018

/A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, l’
ALFRANS LEBU RA
Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1e TJuli 2018

SEKRETARIS DAERAH
A PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, A

o~

+BENE S POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 32



LAMPIRAN 1I:

NOMOR
TANGGAL

: 32 TAHUN 2018
16 Juli 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH
(dalam rupiah)
NO. URAIAN SATUAN BIAYA
1.1.|Bendahara Pengeluaran .
a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar OB 300.000
b. Nil d
ilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan OB 395.000
10 Miliar - 3 N e
c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampa1 dengan 15 OB 350.000
Miliar 7 — R
d. Nl.lél pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 OB 375.000
Miliar o )
e. Nl.lﬂ?tl pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 OB 495.000
Miliar ) B
f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar OB 450.000
1.2.|Bendahara Pengeluaran Pembantu o |
a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar OB 150.000
b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 OB 180.000
Miliar - S e .
¢. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 OB 590.000
- Miliar I .
d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampa1 dengan 20 OB 960.000
Miliar o - o I
e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampa1 dengan 50 OB 300.000
Miliar - o _ .
f. Nilai pagu dana diatas SO Miliar 7 OB %325.00(27
1.3. |Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji B o
a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar OB 150.000
b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampau dengan 10 OB 180.000
__Miliar
c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampa1 dengan 15 OB 220.000
| Miliar R R ]
d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampa1 dengan 20 OB 260.000
| Miliar R S
e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampal dengan S0 OB 300.000
| Miliar . [ A S
f. Nilai pagu dana dlatas SEAMLIELL? - I OB ~325.0 000
1.4. |Pejabat Penyiap SPP dan Penandatangan SPM I P -
a. Nilai pagu dana sampal dengan 3 Mlhar - OB 125.002
b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 OB 150.000
~ Miliar - B .
c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 OB 175.000
Miliar

Z



(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA
d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 OB 500.000
| Miliar :
e. Nil
ilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 OB 595000
| Miliar 7 7 -
o f N11a1 pagu dana dlatas 50 Miliar OB 250.000
1,5.|F Petugas Verifikasi SPJ 7 - -
& N}@%},Pj‘%{‘ dana sampau dengan 3 M1har OB 125.000
. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampau dengan 10 OB 150.000
| Miliar o ) e
c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sarnpa1 dengan 15 OB 175.000
| Miliar )
d.
Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampa1 dengan 20 OB 500.000
| Miliar )
e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 OB 925000
~ Miliar
- f. N1la1 pagu dana diatas 50 Miliar OB 250.000
1.6.1] PeJabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
A Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar OB 175.000
b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 OB 500.000
| Miliar -
c. Nilai pagu ‘dana diatas 10 Miliar sampa1 dengan 15 OB 595.000
| Miliar - -
d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 OB 550.000
| Miliar
e. Nilai pagu ‘dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 OB 275.000
| Miliar B ]
s f ~Nilai pagu dana diatas 50 Miliar OB 300.000
1% Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas (BPPKAD)
~_|a. BUD OB 475.000
~|b. Kuasa BUD OB 425.000
e Pembantu Kuasa BUD OB 300.000
1.8.|Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
~ |(SIRUP) ,
e Admlmstrator RUP OB 350.000
1.9. Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
,,,,, Daerah (SIPKD) o o |
a . Administrator SIPKD (BPPKAD) S | OB | - 300.000
b. Operator SIPKD (Perangkat Daerah) OB 200.000

L




2

HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

(dalam rupiah)

NO.

URAIAN SATUAN BIAYA
2.1. |Pejabat Pengadaan Barang / Jasa OB 300.000
2.2.|Pejabat Pembuat Komitmen
a. lfggljﬁi\agu pekerjaan / pengadaan sampai dengan OB 200.000
b. Nilai pa ekerjaan engadaan diatas 100 Juta
- _s_ampii itrllggan éOO J{Jtpa : OB ABELLIUS
c. Nilai pagu pekerjaan engadaan diatas 500 Juta
- | sampai derlxjgan é,S M{hir : QB BRL.E00
d. Nilai pagu pekerjaan engadaan diatas 2,5 Miliar
sampzi ierf)gan iO Mi{i:r ° oB 50,000
€. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 10 Miliar OB 400.000
2.3.|Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Kelompok
~|Kerja Unit Layanan Pengadaan
1) Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Non
Konstruksi
a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 200
|  Juta sampai dengan 1 Miliar 7
- - Ketua OP 750.000
- Sekretaris OP 650.000
- Anggota OoP 500.000
b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar
sampai dengan 5 Miliar
- Ketua OP 1.000.000
- Sekretaris OoP 850.000
B - Anggota OP 750.000
c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar
| sampai dengan 25 Miliar )
- Ketua OP 1.200.000
| - Sekretaris OP 1.100.000
- Anggota OP 1.000.000
- d:iN'ila'irpagu pekerjaan / pengadaan diatas 25
~ Miliar sampai dengan 50 Miliar -
- Ketua OP 1.500.000
o - Sekretaris OP ~1.400.000
- Anggota OoP 1.300.000
| e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50
Miliar
- Ketua OP 2.000.000
- Sekretaris OoP 1.850.000
- B = Anggota OP 1.750.000
o 2)7Pé'ri'gradaan Jasa Konsultansi
a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100
Juta sampai dengan 1 Miliar
] - Ketua OP 500.000
- - - Sekretaris OP 400.000
I Anggota oP 350.000




(dalam rupiah)

NO.

URAIAN

SATUAN BIAYA
b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar
B ~ sampai dengan S5 Miliar
- ~ Ketua op 750.000
- Sekretaris @) 5 ©650.000
| - Anggota OP 600.000
c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar
~ sampai dengan 25 Miliar
. - Ketua OP 1.200.000
| - Sekretaris OP 1.100.000
I Anggota - OP 1.000.000
 d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25
| Miliar sampai dengan 50 Miliar
| - Ketua - o OP ©1.500.000
| - Sekretaris OoP 1.400.000
| - Anggota OP 1.300.000°
e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50
b Miliar
- Ketua OP 2.000.000
777777 ~ _ Sekretaris OP 1.850.000
| - Anggota OoP 1.750.000

3. HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/

PENGADAAN BARANG/JASA

(dalam rupiah)

SATUAN

NO. URAIAN BIAYA
3.1 |Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan OB 300.000
~ |Barang / Jasa

3.2.|Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan

~ |Barang / Jasa

a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 100 juta
i  sampai dengan 1 Miliar
- - Ketua OoP 650.000
= Sekretaris OoP 550.000
| - Anggota OP 500.000
b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar
| sampai dengan 5 Miliar 7 -
- - Ketua. _ P 850.000
I Sekretaris OP ~800.000
- Anggota OP 700.000

"~ |c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 5 Miliar - -

| sampai dengan 25 Miliar

- Ketua OP 1.000.000

i - Sekretaris oP 950.000
77777 - Anggota OP 900.000




(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA

d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 25 Miliar
~_sampai dengan 50 Miliar

| - Ketua | OP 1.250.000
| - Sekretaris OP ~1.200.000
- Anggota OP 1.150.000

e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 Miliar | ol
| - Ketua OP 1.500.000
R Sekretarls 7 OoP 1.450.000
- Anggota OP 1.400.000

4. HONORARIUM PANITIA PENAKSIR / PENILAI PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH

(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN BIAYA

4.1.|Panitia Penaksir / Penilai Penghapusan Barang Milik
a. Nilai pagu penak31rar1 / penilaian diatas 100 Juta
~ sampai dengan 1 Miliar

- Ketua ) ' OP 650.000
I Sekretarls OP 550.000
= Anggota OoP 500.000

b. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 1 Miliar
~ sampai dengan 5 Miliar

o ~ - Ketua OP 850.000
- Sekretarls OP 800.000
- Anggota OoP 700.000

“|c. Nilai pagu penak31ran / penilaian diatas 5 Miliar
~ sampai dengan 25 Miliar

| - Ketua , - , ~oP | ~1.000.000
- = Sekretans - ] OP 950.000
- Anggota -~ OP 900.000

d. Nilai pagu penak31ran / pen11a1an diatas 25 Miliar
sampai dengan 50 Miliar

- Ketua OP ~1.250.000

| - Sekretaris OP 1.200.000

N - Anggota OP 1.150.000
e. .. Nilai pagu penaksiran / penilaian diatas 50 Miliar

~ | - Ketua OP 1.500.000

[ W— Sekretaris OP 1.450.000

; - Anggota OP 1.400.000

f



5. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH

(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN BIAYA
5.1. \Bendahara Penerimaan
a. Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta OB 200.000
b. Nilai uang yang diterima diatas 500 juta sampai 7
_ dengan 1,5 Miliar OB 225.000
¢. Nilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai 7 -
| dengan 2,5 Miliar OB 250.000
d. Nilai uang yang diterima diatas 2,5 Mili i .
gy . g latas 2, iliar sampai OB 275.000
| dengan 10 Miliar
e. Nilai uang yang diterima diatas 10 Miliar OB 300.000
5.2. |Bendahara Penerimaan Pembantu
_____ _|a. Nilai uang yang diterima sampai dengan 500 juta OB 125.000
b. Nilai diteri diat j i ” o
ai uang yang iterima diatas 500 juta sampai OB 150.000
dengan 1,5 Miliar _
c. Nilai diteri . o .
ilai uang yang diterima diatas 1,5 Miliar sampai OB 175.000
~dengan 2,5 Miliar 7 7 i
d. Ncl . . . . eq . . . - - o
ilai uang yang diterima diatas 2,5 Miliar sampai OB 200.000
| dengan 10 Miliar v
e. Nilai uang yang diterima diatas 10 Miliar OB 225.000
6. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
(dalam rupiah)
NO URAIAN SATUAN BIAYA
6.1. |Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang
Pembantu - - 7 - B
a. Nilai pagu b.a‘rang milik daerah yang diurus sampai OB 300.000
| dengan 3 Miliar .
b. Nll@ Pagu barapg milik daergh yang diurus diatas OB 325.000
| 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar
c. Nilai ngu baran'g milik daerah yang diurus diatas OB 350.000
| 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar
d. Nilai p?gu barang milik daerah yang diurus diatas OB 375 000
| 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar
e. Nilai pagu baran.g milik daerah yang diurus diatas OB 425.000
| 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar
f. Nilai .p'agu barang milik daerah yang diurus diatas OB 450.000
50 Miliar




(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN BIAYA
' 6.2. |Pembantu Pengurus Barang Pengguna
a. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus sampai
dengan 3 Miliar g e b =i 225,000
b. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas
| 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar OB 250.000
c. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas -
| 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar OB 275.000
d. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas - -
B 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar OB 300.000
e. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas - T
20 Miliar sampai dengan 50 Miliar OB 350.000
f. Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas OB '375.000
50 Miliar

7. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN BIAYA

7.1. |Honorarium Panitia Kegiatan Seminar / Rapat
Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan
Teknis / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan /
Simposium / Lokakarya / Focus Group Discussion /
Keg1atan Sejems

- Pengarah OK 650.000
- Penanggung Jawab OK 600.000
B Koordinator/Ketua OK 550.000
|- Wakil Ketua OK 500.000

] - Sekretaris OK 475.000
I :— Ar_;gg_bta OK 450.000

7.2. |Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
| 1) Skala Internasionalr

~Pengarah ' OK 2.250.000

B Penanggung Jawab - OK 2.000.000

~ | Koordinator/Ketua - , OK | 1.750.000

| Wakil Ketua B " 7 OK | 1.500.000

o Sekretarls 7 OK 1 250 000

~ | Anggota ' OK '1.000.000
- 2) Skala Nasional

''''' Pengarah OK 2.000.000

" | Penanggung Jawab OK 1.750.000

~ Koordinator/Ketua OK 1.500.000

| Wakil Ketua OK 1.250.000

- Sekretaris OK 1.000.000

Anggota OK 850.000




(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN BIAYA
__|3) Skala Daerah
| a Yang ditetapkan oleh Gubernur
| Pengarah OB 1.500.000
~ | Penanggung Jawab OB | 1.250.000
- ~ Koordinator/Ketua I oB | 1.000.000
| Wakil Ketua OB 900.000
| Sekretaris ) OB 800.000
| Anggota OB 750.000
| b.Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I
| Pengarah OB 1.000.000
B ~ Penanggung Jawab OB 900.000
- ~ Koordinator/Ketua OB 750.000
- ~ Wakil Ketua 7 ‘ OB 600.000
Sekretans - - OB 550.000
| Anggota | oB 500.000 |
L ,9, Yang dxtetapkan oleh PeJabat Eselon II A )
I _Pengarah - - OB | 650.000
| PenanggungJawab OB 600.000
Koordinator/Ketua OB 550.000
L ‘Wakil Ketua OB 500.000
L Sekretarls OB 475.000
B _,Anggota OB 450.000
d. Yang ditetapkan oleh KPA
|  Pengarah OB 500.000
1 ~ Penanggung Jawab OB 475.000
Koordinator/Ketua OB 450.000
|  Wakil Ketua OB 425.000
e Sekretaris OB 400.000
| Anggota ' ) OB 350.000
| 7.3. |} Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan o
B ailg(gtua / Wakil Ketua B 7 7 ) OB 1250.( OOO
b. Sekretaris - - ) B OB | 225. OOO
" |c. Anggota " OB 200.000

8. HONORARIUM TIM PENYUSUN J URNAL/BULETIN/MAJALAH

(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA

8.1. |Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah

a. Penanggung Jawab 7 Oter 400.000

~ |b. Redaktur , Oter |  300.000
] ic Penyunt1ng/Ed1tor Dter 250.000

~|d. Desain ¢ Grafis 7 o Oter 180.000
e Fotografis Oter 150.000
f Sekretariat Oter 150.000

g. Pembuat Artikel halaman 100.000

)




9. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA
9.1. |Tim Pengelola Website
~__|a. Penanggung Jawab | | Oter 50070700
b. Redaktur | Oter 450.000
c. Editor 7 Oter 400.000
~|d. Web Admin Oter 350.000
~|e. Web Developer Oter 300.000
~|f. Pembuat Artikel halaman 100.000
g. Penerjemah 1.500 karakter 100.000

10. HONORARIUM PENDUKUNG KEGIATAN

(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA
10.1.|Upah Pameran / Pawai dalam Provinsi
~ |a. Pemandu Stand - ' oS | 50.000
~|b. Keamanan (sh1ft pagi- s1ar1g) B ‘0os | 50.000
c. Keamanan (shift malam) ' OS ' 70.000
d Keber31han OH 40.000
77777777 e. Petugas Kesehatan (O} 50.000
L Biaya Hlias Kendaraan Kendaraan Roda 4 Kend. 1.000.000
| ataulebih
~|g. Bongkar Pasang Stand Keg. 1.500.000

10.2.|Honorarium Pelaku Seni dan Budaya
) Keg1atan Dalam Provinsi NTT

e a. Pelatih /Penata Musik OPts 600.000
7%b . Penata Tari 7 OPts 600.000

| c. Penata Rias 7 7 ORi B 75.000
N 7d Penata Busana 7 ' OPts | 450.000
_e. Pemain Mus1k / Penari OPts 300.000

~ | f Latihan OH 25.000
2) Kegiatan Luar Provinsi NTT B 7

" | a. Pelatih/Penata Musik . OPts 900.000
| b. Penata Tari OPts 900.000
7777777 ~ c. Penata Rias ORi 100.000
~ d. Penata Busana OPts 800.000

"| e, Pemain Musik / Penari OPts 650.000

" f. Latihan OH 25.000

10.3.|Honorarium dalam Pertandingan/Lomba dan
~ |Even Olahraga

1) Dewan Juri
7 a. Juri lomba kesenian OPts 800.000

" b. Juri lomba penulisan karya ilmiah, debat,

OK 800.000

- _ cerdas cermat dan sejenisnya - i |
- . Juri lomba kelompok lingkungan h1dup 7 oK 800. OOO“
d 'Pemantauan adipura kabupaten/kota OK | 800.000

~ |2) Dewan Hakim ” OH 150.000
IR 3) Was1t Pertandmgan Olahraga OPtd 300.000
. 4) Petugas Lapangan OH 100.000
- 75)'Sekretar1s Lapangan OH 250.000

~ |6) Petugas Kesehatan OH 150.000

}



11. HONORARIUM TIM KEGIATAN PENELITIAN

(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA

11.1.|Honorarium Tim Dewan Riset Daerah dan Majelis
Pertimbangan Kelitbangan (Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah)

- |a Pembma/Pengarah ' OB ~1.000.000
| b. Ketua OB 950.000
B c. Wakil Ketua OB 900.000
~ | d. Sekretaris OB 850.000

| e. Anggota OB 800.000

11.2, Honoranum Peneht1ar1 / Perekayasaan

- ~ Perekayasaan

o a. Peneliti/’ Perekayasa Utama ' (ON]  60. 000
i 71;) Peneliti/Perekayasa Madya - (ON] ' 50. 000
B & Peneht1[Perekayasa Muda 0J - 40. OOO
| d. Peneliti/ Perekayasa Pertama ' o | 7735 OOO

12 Honorarium Penunjang Penelitian /Perekayasaan '
o a. Eembantu Peneliti/Perekayasa OJ 25.000
| b Koordinator Peneliti/Perekayasa OB 420.000
B c. Sekretariat Penelitian /Perekayasaan OB 300.000
d. Pengolah Data OPel/OPer 1.540.000
‘e. Petugas Survey OR 8.000
f. Pembantu Lapangan OH 80.000

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA
BELANJA TERKAIT

(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN BIAYA

12.1.|Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan dan Sosial Kultural serta Kompetensi
Teknis lainnya (Badan Pengembangan Sumber Daya
|Manusia Daerah Prov. NTT)

1) Panitia Penyelenggara

1. Penanggung Jawab OK 600.000
B 2. Ketua OK 500.000
3. Anggota (4 Orang) OK 450.000
2) Honorarium Tenaga Pengajar Diklat Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural serta
 Kompetensi Teknis lainnya 1 7
. 1. Widyaiswara/Tenaga Pengajar 7 oJ | 200.000
: B 7 2 4Narasumber/Pakar
e a. Pejabat Eselon I/yang disetarakan oJ 1.300.000
o b  Pejabat Eselon II/yang disetarakan 7 O8] ~900.000
| c. Pejabat Eselon 111 kebawah/yang disetarakan (O8] 800.000
T 3 Moderator OJ 100.000
3) Belanja Bahan
~ | 1. ATK Diklat 7 hari dengan jumlah peserta 30 oran Paket 5.000.000
N " 2. Belanja Cetak Paket 2.500.000
) " 3. Belanja Jilid Paket 350.000
a " 4. Belanja Penggandaan/fotokopi Paket 4.000.000

I 10



(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA
. 4) Kontribusi Diklat di Luar NTT
_ | 1. Setoran OK 5.000.000
12.2. Honorarium Komite Penjamin Mutu Diklat (KPMD)
1. Ketua , - OB 1.500.000
| 2. Wakil Ketua OB 1.250.000
~ | 3. Sckretaris OB 1.100.000
| 4 Anggota | f - OB | 1.000.000

12.3.|Honorarium PenguruéﬁLiembérgédsrérritifikasiw
|Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri

| 1. Pembina , OB | 2.000.000
| 2. Pengarah OB | 1.500.000
~ | 3. Penanggung Jawab OB 1.250.000
| 4. kepala LSP-PDN Provinsi OB 1.000.000
e _5.”Manajer Administrasi OB ' '750.00"0
| 6. ‘Manajer Mutu OB 750.000
I T Manajer Teknis Sertifikasi OB 750.000
| 8. Assesor oJ 250.000
129, l{*o_rgitgmsﬁeﬁrtiﬁkasi Kompetensi 7 7
1. Kepala Perangkat Daerah - OK ~1.000.000
2. Pakar/Praktisi OK 1.000.000

13. HONORARIUM BADAN PENGELOLA KI BOLOK, DEWAN DAN
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT SERTA FPK/FKDM/FKUB

(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN BIAYA
13.1.|Honorarium Badan Pengelola KI Bolok (Biro Ekonomi)
| a. Ketua OB 4.000.000
__| b. Kepala Divisi OB 3.750.000
| c Kepala Bagian OB 3.500.000
13.2.|Honorarium Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit N
" | a Ketua OB 4.000.000
b. Anggota - OB ~ 3.500.000
13.3.|Honorarium FPK/FKDM/FKUB I I
a. Ketua S ,, B - OTri | 1.050.000
| b Wakil Ketua - OTri - 900.000
I ‘Sekretaris OTr1 825.000
d. Anggota OTri1 750.000

8
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14.

HONORARIUM TENAGA HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP

(dalam rupiah)

NO

URAIAN SATUAN BIAYA
14.1.|Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup OB 1.750.000
Pemerintah Provinsi
15. HONORARIUM TENAGA PENYULUH LAPANGAN LEPAS

(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN | BIAYA

E.l Honorarium bagi Penyuluh Lapangan Lepas

~ |a. Penyuluh SMA OB 1.250.000

b, .. Penyuluh D1 - D3 OB 1.425.000

e Penyuluh S1 ’ OB | 1.550.000
d. Penyuluh 82 OB 1.662.500

16. HONORARIUM ROHANIAWAN/ INSTRUKTUR TERAPI DAN
KONSELING/INSTRUKTUR KETRAMPILAN
(dalam rupiah)
NO. URAIAN SATUAN BIAYA
16.1.|Honorarium Rohaniawan pada kegiatan Pelantikan OK 1 .000.000
- |Pejabat ( (BKD)
da k tan Pembi L
16.2 Honorarium Rohamawan pa a eg1a an Pembinaar OK 1.000.000
~ |Rohani’ Tingkat Provinsi (Sekretariat KORPRI) T
16.3.|Honorarium Rohaniawan pada Kegiatan Pembinaan
L Rohani di Panti Sosial (Dinas Sosial) LAEUN 15.000.000
16.4.|Honorarium Instruktur Terapi dan Konseling / AHUN | 15.000.000
Instruktur Ketrampilan di Panti Sosial (Dinas Sosial) o ’ :

i
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17.

HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA
17.1|Honorarium Penyelenggara Ujian
a) Pendidikan Dasar
l,'. Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujiaii ”Naskah / Pelajara;{” '150.000
2. Pemeriksgﬁn Hasil Ujian Siswa / Maﬁa Ujian 5.000
| 3. Pengawas Ujian OH | 240.000
| b) Pendidikan Menengah
1 Pregyusunan / Pembuatan Bahan Ujian Naskah / Pelajaran 190.000
wﬁ% P??eriksaan Hasil Ujian Siswa / Mata Ujian 7.500
3. Pengawas Ujian OH 270.000

18. HONORARIUM SOPIR, TATA USAHA PIMPINAN, PETUGAS JAGA SATPOL PP,
PETUGAS SANDI, PETUGAS PANTI LANSIA, PETUGAS PPLP, PETUGAS
PERPUSTAKAAN, PETUGAS POSKO BENCANA, PETUGAS TAGANA, PETUGAS

PENDAMPING TINDAK KEKERASAN

(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA
18.1|Honorarium Sopir, Tata Usaha Pimpinan,
Petugas Jaga Satpol PP, Petugas Sandi,
Petugas Panti Lansia, Petugas PPLP, Petugas
Perpustakaan, Petugas Posko Bencana,
Petugas Tagana dan Petugas Rehabilitasi
~ |Korban Tindak Kekerasan
~|a. Sopir OB 250.000
77777 b. Tata Usaha Pimpinan OB 2570‘0007
_|c. Petugas Lapangan/Pengawas Satpol PP : , ]
| - Penanggung Jawab OB 900.000
) - Pengawas/Pengontrol Lapangan OB 850.000!
- Pengawalan Kepala Daerah OB 800.000
- Komandan Regu OB 775.000
- Anggota OB 750.000
~|d. Petugas Jaga Malam Kantor OB 300.000
" |e. Petugas Sandi (Kominfo) OB 250.000
|t pétugés Panti Lansia (Dinas Sosial) OB 500.000
N g Petugas Asrama PPLP (Dispora) OB 300.000
 |h Petuéas Perpustakaan (Layanan sore) OB 300.000
~ |i. Petugas Posko Bencana (BPBD) OB 300.000
o J7 Petugas Tagana (Dinas Sosial) OB 750.000
- 712715'et71i7gés Rehabilitasi Korban Tindak
Kekerasan (DP3A)
| - Pendamping Medis OK 300.000
- Pendamping Psikolog OK 300.000
- "Penaamping Sosial OK 200.000
| - Tokoh Masyarakat OK 200.000
| - Tokoh Agama OK 200.000
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19. HONORARIUM PANITIA SELEKSI PEJABAT
(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA
19.1.|Honorarium Panitia Seleksi Pejabat (BKD)
1) Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama
. ~a. Ketua OH 2.000.000
" b. Sekretaris OH 1.900.000
) ~ c.Anggota OH 1.800.000
2) Tim | Sekretariat W
-t Ketua B OH 750 OOO
7777777 e b _Sekretarls o oH | 600.000
) ~ c. Koordinator Bidang 7 OoH | "~ 500. ooo
| d. Anggota OH 300.000
D 3) Tim Penguji dan Pen1la1 Kompetens1 B ' ' -
77_§7_Agr971mstrator Assesor ' N OH o : 1. 200 .000
777777777 ~ b. Psikolog (Assesor) O'Hr ' ~1.100.000
c. Assesor OH 1.000.000
S d. Petugas Administrator Lapangan OH 500.000

20. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

(dalam rupiah)

NO. URAIAN SATUAN BIAYA
20.1.|Satuan Biaya Uang Lembur

| a. PNS Golongan I ON] 7 13.000
- #‘pA_PNS Golongan II 7 o (0N B 17.000
. ‘c. PNS Golongan III - 7 oJ 7 - 20.000
- |d. PNSle_oggan v 7 OJ 7 25.000
| e NonPNS o , 1. ©Jd ... 10.000
20.2 |Satuan Biaya Uang Makan Lembur OKl 30.000

21. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

(dalam rupiah)

NO URAIAN SATUAN BIAYA

21.1.|Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan
'ﬂlrfﬁéﬁfyéle’hggafaari'Rapat Kerja, Resepsi,
Seminar, Lokakarya / Kegiatan sejenis di

~ Tingkat Lokal / Perangkat Daerah

1. Kota Kupang

B ~a. Makanan kec11/snack OKl - 20.000
| b. Jamuan Makan (kotak) - OKl i ~50.000
I ~ c. Jamuan Makan (prasmanan) OKl - 75.000
) % Kabupaten Kupang 7
" | a Makanan kecil/snack OKl 20.000
| b. Jamuan Makan (kotak) OKl 40.000

| ¢. Jamuan Makan (prasmanan) OKl 50.000




(dalam rupiah)

NO.

URAIAN

SATUAN BIAYA
3. Timor Tengah Selatan
_ a. Makanan kecil/snack  OKI 20.000
| b. Jamuan Makan (kotak) OKI 40.000
| ¢ Jamuan Makan (prasmanan) OKl 50.000
4. Timor Tengah Utara
a. Makanan kecil/snack OKl 25.000
| Db. Jamuan Makan (kotak] OKI 50.000
- - c¢. Jamuan Makan (prasmanan) OKl 55.000
) 5. Belu !
N a. Makanan kecil/snack OKl 20.000
b. Jamuan Makan (kotak) OKl 45.000
c. Jamuan Makan (prasmanan) OKIl1 55.000
| 6. Malaka o ' ' " =
| a. Makanan kecil/snack OKl 15.000
b. Jamuan Makan (kotak) 0Kl 35.000
¢. Jamuan Makan (prasmanan) OKl 50.000
7. Alor - " 7 '
B 'a. Makanan kecil/snack OKl ~20.000
~__b. Jamuan Makan (kotak) OKl 45000
_____ ~c. Jamuan Makan (prasmanan) OKl 60.000
| 8. Lembata
- ~a. Makanan kecil/snack OKl 15.000
- . b. Jamuan Makan (kotak) OKl 35.000
B ~_ c. Jamuan Makan (prasmanan) OKIl 50.000
B 9. Flores Timur
~a. Makanan kecil/snack OKl 20.000
- ~_ b. Jamuan Makan (kotak) OKl 45.000
| ¢ Jamuan Makan (prasmanan) OKl 55.000
10. Sikka -
e ~a. Makanan kecil/snack OKl ~ 15.000
| b. Jamuan Makan (kotak) oKl ~30.000
| ¢ Jamuan Makan (prasmanan) ~ OKI 40.000
11. Ende
RN a. Makanan kecil/snack OKl 20.000
| b. Jamuan Makan (kotak) OKI 45.000
o ¢, Jamuan Makan (prasmanan) OKl 55.000
12 Nagekeo
7 "~ a. Makanan kecil/snack OKl1 20.000
7 b. Jamuan Makan (kotak) OKl 40.000
~ | ¢. Jamuan Makan (prasmanan) OKl 60.000
| 13. Ngada
| a Makanan kecil/snack OKl1 20.000
" | p. Jamuan Makan (kotak) 7 OKl 40.000
B ~ ¢. Jamuan Makan (prasmanan) OKl 50.000
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(dalam rupiah)

NO.

URAIAN

SATUAN BIAYA
| 14. Manggarai Timur
| a. Makanan kecil/snack OKl 10.000
- ~ b. Jamuan Makan (kotak) OKl 30.000
| c. Jamuan Makan (prasmanan) OKl 40.000
| 15 Manggaral '
| a Makanan kecil/snack OXl 10.000
| b. Jamuan Makan (kotak) 0Kl ~30.000
. _¢. Jamuan Makan (prasmanan) - 0Kl © 40.000
e 16. Manggarai Barat
| a Makanan kecil/snack OKl ~20.000
- _ b. Jamuan Makan (kotak) OKl 7 1 40.000
] _c. Jamuan Makan (prasmanan) OKl 50.000
| 17. Sumba Timur |
- ‘a. Makanan kecil/snack OXl 10.000
] 'b. Jamuan Makan (kotak) 0l 30.000
B ¢. Jamuan Makan (prasmanan) OXl 40.000
L 18 Sumba Tengah
I wg-mMakanan kecil/snack OKl 20.000
~ b. Jamuan Makan (kotak) OKI 30.000
o _ ¢. Jamuan Makan (prasmanan) OKl 40.000
7 19 Sumba Barat - -
| a. Makanan kecil/snack OKl 20.000
b, Jamuan Makan (kotak) oKl | 35.000
€. Jamuan Makan (prasmanan) CKl 40.000
| 20. Sumba Barat Daya -
L ”a Makanan kecﬂ/snaok CKl 15.000
) - b. Jamuan Makan (kotak) o1 30.000
) ¢. Jamuan Makan (prasmanan) 01 40.000
| 21 Rote Ndao
| a. Makanan kecil/snack OKl 15.000
) b. Jamuan Makan (kotak) CKl 25.000
777777 - c. Jamuan Makan (prasmanan) CKl 60.000
S22, Sabu Raijua
- ~ a. Makanan kecil/snack CKl 30.000
- ﬂb” ‘Jamuan Makan (kotak) CKl 55.000
R c. Jamuan Makan (prasmanan) OKl - 60.000
2) Belanja Makanan dan Minuman Khusus
(Jamuan khusus tamu Negara) i I
| a. DiHotel (1 kahjamuan) Orang |sesuai l;eﬁbutuha}n
| ~ b. Dirumah jabatan atau tempat lain yang Orang 100.000
ditunjuk
| ¢ Jamuan prasmanan tamu lainnya Orang 80.000
| d. Jamuan makanan kecil (snack) Orang 50.000
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(dalam rupiah)

diberikan maksimal 3 kali dalam seminggu

NO. URAIAN SATUAN BIAYA
3) Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) -
| a Tingkat Internasional - —
~ Snack (Prasmanan) Orang - 50.000
| Makan (Prasmanan)] Orang 100.000
| b, Tingkat Nasional ,
| Snack (Prasmanan) Crang 40.000
- ‘Makan (Prasmanan) Orang 80.000
| c. Tingkat Regional ,
| Snack(Prasmanan) Orang 35.000
| Makan (Prasman an) Orang 70.000
21.2.|Satuan Biaya Bahan Makanan
~|1) Pasien Rumah Sakit RSUD) . . | S
a. Belgnja Bahan Makanan Pasien Rumah OH 55.000
| sttt - R
2) Penghuni Panti / Tuna Sosial (PMKS) (Dinsos)
- giié:?&%njé Bahan Makanan Panti / Tuna - -
| Sosial ,
3) Pusat Pelatihan Atlit (PPLD) (Dispora)
a. Belanja Makan/minum Atlit Binaan OH 65.000
- Zf)ﬁ17376717'1c71'1clil<:ar1 dan pelatihan, desiminasi dan '“
sejenisnya yang diinapkan
a. Belanja Bahan Makan untuk Pelatihan OH 110.000
s mm“ygn_grmenginap di Balai / Institusi
21.3.|Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan
Tubuh (Dispora dan semua UPT. Laboratorium)
1) Makanan Tambahan (Extra Fooding) OKl 19.000
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22. STANDAR BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

l TINGKATAN
NO TIRATAN llj A I :1 I A2 4\ B Cl1 \ C2 \ C3-C5
22.1.|Satuan Uang Harian Perjalanan
. Dinas
& WPﬂegawal Aparatur Slpll Negara
- 1] Luar leayah NTT 2.500.000 | 2.000.000 800.000 | 750.000 650.000
2) Dalam Wllayah NTT 2.000.000 | 1.500.000 650.000 | 600.000 | 550.000
| 3) Perjalanan Pergi Pulang
Kurang dari 1 (Satu) Hari 400.000 400.000 300.000 | 300.000 | 250.000
(Tidak Menginap)
N T]B@Sfa Transporta51 lokal bagi
Peserta Pelatihan / Rapat / 200.000 200.000 150.000 | 150.000{ 100.000
Kegiatan Sejenis
b Tenaga Teknis Lamnya
| 1) Luar Wilayah NTT ~500.000
| 2) Dalam Wilayah NTT £ 350.000
o 7*5 ElaTy:; ’i‘;ansportas1 lokal bagi
Peserta Pelatihan / Rapat / 100.000
Kegiatan Sejenis
(dalam rupiah)
NO. URAIAN | saTuaN | BIAYA
22.2. Satuan Uang Bulanan
|2 Aparatur Sipil Negara / Tenaga Teknis Lainnya
717) Dalam Wilayah NTT
B ~_ Penginapan OB 750.000
o ~Uang Harian OH 75.000
N ~ Penginapan (1. harl) OH Disesuaikan lokasi
| 2) Luar Wilayah NTT
- _ Penginapan OB 1.500.000
,,,,,,,,,,,, Uang Harian OH | 100.000
Penginapan (1 hari) OH Disesuaikan lokasi
(dalam rupiah)
NO URAIAN SATUAN | BIAYA
22. 3 Satuan Uang Representatlf Perjalanan Dinas
B 1]”Di§lam Wilayah NTT
| a Tingkat A-Al OH 500.000
~ | b. Tingkat A2 OH 250.000
| C.TingkatB OH 150.000
L ) Luar Wﬂayah NTT
- a ngkat A-Al OH 500.000
| b Tingkat A2 OH 250.000
C. Tingkat B OH 200.000

f
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23. SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

(dalam rupiah)
A . . FULL RESIDENCE
NO URAIAN SATUAN HALF. FULL FULL

DAY DAY BOARD | SINGLE TWIN

F3.1 Satuan Biaya Rapat /
» Vggritezm\gan di Luar Kantor

a. 'Pej;bai"t 7Negara dan

Eselon I OH 320.000 | 370.000 | 450.000 -| 3.500.000
b. Pejabat II OH | 210.000 | 260.000 | 340.000| 1.250.000| 1.700.000
“ Eejabst Hiclon. JIL ke OH 180.000 | 230.000 | 310.000 | 900.000 | 1.250.000
awa

}A,




PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan
Gaji, Pejabat Penyiap SPP dan Penandatangan SPM, Pejabat/Petugas
Verifikasi SPJ, Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah,
Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan, Pengelola Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada setiap Perangkat Daerabh,
diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh
Pejabat berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1. Honorarium Bendahara Pengeluaran

a) Honorarium diberikan kepada Pegawa: Negeri Sipil (PNS) yang
ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan
Keputusan Gubernur;

b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang
dikelola;

c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1.2. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai
Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Keputusan
Gubernur;

b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang
dikelola;

c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan
dikenakan pajak penghasilan sesuzi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1.3. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji

a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai
Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji berdasarkan
Keputusan Gubernur;

b) Pemberian honorarium berdasarkan nilai pagu anggaran yang
dikelola;

¢) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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1.4. Honorarium Penyiap SPP dan Penandatangan SPM
a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai
Pejabat Penyiap SPP dan Penandatangan SPM berdasarkan
Keputusan PA/KPA;
b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu
anggaran yang dikelola;
c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan

dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-
undangan.

1.5. Honorarium Petugas Verifikasi SPJ

a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai
Pejabat/Petugas Verifikasi SPJ berdasarkan Keputusan
PA/KPA;

b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu
anggaran yang dikelola;

c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-
undangan.

1.6. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

a) Honorarium diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai
Pejabat Penatausahaan  Keuangan Perangkat  Daerah
berdasarkan Keputusan PA/KPA;

b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu
anggaran yang dikelola;

c) Honorarium sebagaimana dimaksud didayar setiap bulan dan
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-
undangan.

1.7. Honorarium Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas
a) Honorarium Bendahara Umum Daerah diberikan kepada
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah berdasarkan
Keputusan Gubernur;

b) Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan kepada
Pejabat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk
sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan
Keputusan Gubernur;

c) Honorarium Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah
diberikan kepada Pejabat pada Badar. Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah
yang ditunjuk sebagai Pembantu Kuasa Bendahara Umum
Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;

d) Honorarium sebagaimana dimaksud d:bayar setiap bulan dan
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-
undangan. /~
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1.8. Honorarium Pengelola Sistem Informast Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP)

a)

Honorarium Administrator RUP diberikan kepada PNS di
masing-masing Perangkat Daerah yang ditunjuk berdasarkan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai Administrator
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;

Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per bulan selama
proses input Rencana Umum Pengadaan dan dikenakan pajak
penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.9. Honorarium Pengelola Sistem Informast Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD)

a)

Honorarium Administrator SIPKD diberikan kepada PNS di
Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
ditunjuk  berdasarkan  Keputusan Gubernur  sebagai
Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,;
Honorarium Operator SIPKD diberikan kepada PNS dan/atau
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di masing-
masing Perangkat Daerah yang ditunjuk berdasarkan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai Operator Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan
selama proses input RKA-SKPD dan pencatatan keuangan di
aplikasi SIPKD. Honorarium dikenakan pajak penghasilan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

2.1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

a)

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa diberikan kepada
PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan PA/KPA untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui
penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu
pengadaan  barang /jasa  sesuai  ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap
bulan selama proses pengadaan barang/jasa dan dikenakan
pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2.2. Pejabat Pembuat Komitmen

a)

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada
pejabat yang diberi tugas untuk bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan Keputusan
PA/KPA; !
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b) Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu

pengadaan  barang/jasa sesuai  ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap
bulan selama proses pengadaan barang/jasa dan dikenakan

pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2.3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan

a)

c)

d)

Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada
PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan PA/KPA untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan
Kepala ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu
pengadaan  barang/jasa sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

Jumlah anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok
Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud
berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang
dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan
kemampuan keuangan daerah;

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per
paket pengadaan barang dan jasa dan dikenakan pajak
penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa

3.1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

a)

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan berdasarkan
Keputusan PA/KPA;

Pemberian honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu
pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap
bulan selama proses pengadaan barang/jasa dan dikenakan
pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, /\,
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3.2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

a) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan berdasarkan
Keputusan PA/KPA,

b) Jumlah anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana  dimaksud berjumlah  gasal
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah
sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan kemampuan
keuangan daerah;

c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap
bulan selama proses pengadaan barang dan jasa dan dikenakan

pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Honorarium Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Milik
Daerah

a) Honorarium Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan Barang Milik
Daerah diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan
penaksiran/penilaian penghapusan Barang Milik Daerah
berdasarkan Keputusan Gubernur;

b) Jumlah anggota dalam Panitia Penaksir/Penilai Penghapusan
Barang Milik Daerah dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan
dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan
kemampuan keuangan daerah;

c) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayar per paket
Penghapusan Barang Milik Daerah dan dikenakan pajak penghasilan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah

5.1. Honorarium Bendahara Penerimaan

a) Honorarium Bendahara Penerimaan diberikan kepada PNS di
lingkungan Perangkat Daerah yang mengelola Penerimaan
daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan
berdasarkan Keputusan Gubernur;

b) Pemberian Honorarium Bendahara Penerimaan diberikan
berdasarkan nilai penerimaan pendapatan yang dikelolanya,

c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap bulan
dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5.2. Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu
a) Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan
kepada PNS di lingkungan Perangkat Daerah yang mengelola
Penerimaan daerah yang ditunjuk sebagai Bendahara
Penerimaan Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur;/v
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b) Pemberian honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu
diberikan berdasarkan nilai penerimaan pendapatan yang
dikelolanya;

c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

6.1.

6.2.

Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang

Pembantu

a) Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang
Pembantu diberikan kepada PNS di lingkungan Pengguna
Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan
tugas rutin untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang milik daerah berdasarkan Keputusan
Gubernur;

b) Pemberian honorarium Pengurus Barang Pengguna dan
Pengurus Barang Pembantu diberikan berdasarkan Nilai pagu
barang milik daerah yang disimpan;

c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan

dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna
a) Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan

kepada PNS di lingkungan Pengguna Barang yang
melaksanakan tugas rutin untuk menerima, menylmpan,

mengeluarkan, menatausahakan dan  mempertanggung
jawabkan barang milik daerah berdasarkan Keputusan
Gubernur;

b) Pemberian honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna
diberikan berdasarkan Nilai pagu barang milik daerah yang
diurus;

c) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayar setiap bulan dan
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

7. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

7.1,

Honorarium  Panitia  kegiatan  Seminar/Rapat Koordinasi/

Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat

Kerja/Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group

Discussion/Kegiatan Sejenis

a) Honorarium yang diberikan kepaca Pegawal Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai
panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/
Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya//é
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7.2.

7.3.

b)

Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta
yang menjadi  sasaran utama kegiatan berasal dari luar
lingkup Perangkat Daerah penyelenggara/Lembaga
lainnya/Masyarakat;

Pemberian honorarium sebagai mana dimaksud dilakukan
secara selektif, efektif dan efisien serta dibatasi Jjumlah anggota
panitia maksimal 10 (sepuluh) persen dari jumlah peserta;
Honorarium sebagaimana dimaksud cibayarkan per kegiatan

dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

a)

b)

g)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Internasional
diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara atas
pelaksanaan kegiatan yang berskala Internasional atau yang
pesertanya berasal dari beberapa negara;

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Nasional diberikan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh
pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara atas
pelaksanaan kegiatan yang berskala Nasional atau yang
pesertanya berasal dari beberapa Pemerintah Provinsi;
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Skala Daerah diberikan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh
pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 1
(satu) bulan;

Panitia sebagaimana dimaksud berasal dari gabungan beberapa
Perangkat Daerah terkait;

Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan
panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara
harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan
urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran
honorarium untuk anggota panitia;

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dilakukan
secara selektif, efektif dan efisien;

Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai
pelaksanaan kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan .
a) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil

Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan
administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim

pelaksana kegiatan,

b) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan; /,
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c) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk
untuk menunjang pelaksana kegiatan yang berskala
internasional dan nasional;

d) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:

e paling banyak 15 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang
mendukung tim pelaksana kegiatan berskala Internasional;

e paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang
mendukung tim pelaksana berskala Nasional;

e) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per bulan
selama masa kerja sekretariat dan dikenakan pajak
penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

8. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah

a) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun
dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan keputusan PA/KPA;

b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan per penerbitan dan
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan = peraturan
perundang- undangan.

9. Honorarium Tim Pengelola Website

a) Honorarium pengelola website diberikan kepada Pegawail Aparatur
Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai pengelola laman pada
masing-masing SKPD berdasarkan Keputusan PA / KPA,;

b) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap
bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10. Honorarium Pendukung Kegiatan

10.1. Honorarium/Upah Pameran/Pawai Dalam Provinsi

a) Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil
Negara dan/atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Pameran/Pawai sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak
kerja;

b) Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai
kontrak kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.2. Honorarium Pelaku Seni dan Budaya
a) Honorarium yang diberikan kepada Non Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan
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